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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis : (1) Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (2) Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi, (3) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi,. Penelitian ini merupakan kajian pustaka (literature review) yang bertujuan untuk 
mengulas secara mendalam berbagai teori, temuan, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan 
topik yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan E-Filling berpengaruh 
positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (2) Pemahaman Perpajakan berpengaruh 
positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (3) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,  
Keywords : Penerapan E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib 

Pajak 

PENDAHULUAN  
Pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa akan datang yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan 
pajak merupakan iuran wajib dari orang pribadi maupun badan (perkumpulan) kepada 
negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tanpa mendapat 
imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk keperluan negara dan masyarakat. 
Penerimaan pajak di Indonesia termasuk sumber pendapatan yang penting untuk 
menyokong anggaran penerimaan negara yang dimanfaatkan untuk peningkatan 
pembangunan serta pembiayaan negara. (Wibowo & Jayusman, 2023). Kepatuhan 
perpajakan telah lama menjadi permasalahan bagi pemerintahan di seluruh dunia 
termasuk Indonesia. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah di Indonesia tercermin dari 
rendahnya taxratio dalam beberapa tahun terakhir. Tax ratio Indonesia masih lebih 
rendah dibandingkan dengan ratarata negara OECD di mana tax ratio negara-negara 
tersebut berkisar pada angka 30%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan negara 
tetangga, Indonesia masih berada di bawah Malaysia (20,2%), Thailand (20,1%) dan 
Australia (33,3%). Selain tax ratio yang masih rendah, kepatuhan pajak yang masih 
rendah ditandai dengan belum optimalnya kinerja penerimaan pajak berupa tidak 
tercapainya target penerimaan pajak selama lima tahun terakhir. (Caroline et al., 2023) 

Berikut statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023. 
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Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, 
penerimaan pajak Indonesia tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun, tumbuh 
signifikan 8,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,77 
triliun. Angka ini menginterpretasikan bahwa penerimaan pajak setara dengan 108,8 
persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 atau 102,8 
persen dari target Perpres Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2023. (https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-
penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka) 

Direktorat Jenderal Pajak mencatat rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam 
menyampaikan SPT Tahunan pada 2023 mencapai 88%. Dari total 19,4 juta wajib pajak 
yang berkewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan, hanya 17,1 juta wajib pajak yang 
telah menunaikan kewajiban tersebut pada tahun lalu. Dengan demikian, rasio 
kepatuhan formal pada 2023 mampu melampaui rasio pada tahun-tahun sebelumnya. 
Pada 2022, rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam menyampaikan SPT adalah 
sebesar 86,8%. Pada 2021, rasio kepatuhan formal tercatat 84,07%. Sementara itu, 
rasio kepatuhan pada 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 77,63% dan 73,06%. 
(https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1799607/rasio-kepatuhan-melaporkan-spt-
tahunan-meningkat-jadi-88-persen). Dari kasus fenomena ini, dapat kita lihat bahwa 
masih ada wajib pajak yang sengaja untuk tidak melaporkan SPT Tahunannya. Artinya, 
tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum maksimal dalam pemenuhan 
kewajibannya terkait pelaporan perpajakan. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan inovasi-inovasi dan pelayanan yang 
prima dalam pelayananya yaitu dengan menerapkan sistem e-filling dan meningkatkan 
pemahaman perpajakan dengan melakukan sosialisasi perpajakan sesuai dengan 
sanksi-sanksi perpajakan yang ada. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan dan kedisiplinan Wajib Pajak dalam 
melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan 
dalam hal perpajakan merupakan suatu bentuk kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib 
pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan undang-
undang yang berlaku.(Natasya & Andhaniwati, 2023)  Kepatuhan pajak adalah wajib 
pajak membayar pajak yang ditanggungnya dengan ikhlas tampa rasa terbebani sesuai 
dengan batas waktu yang diberikan karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib 
pajak agar kepatuhan pajak semakin meningkat. (Ayuni, 2023) 

Dalam mengoptimalkan pelayanan untuk peningkatan kesadaran dalam 
masyarakat menjadi wajib pajak dan memaksimalkan kepatuhan, Direktorat Jenderal 
Pajak menerapkan reformasi perpajakan. Salah satu langkahnya adalah menggunakan 
perkembangan IPTEK dengan menggunakan sistem e-filling, yang merupakan cara 
elektronik untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). E-filling merupakan 
metode daring untuk menyampaikan SPT Tahunan secara langsung menggunakan 
media internet pada situs web DJP online. Dengan adanya sistem efiling, diharapkan 
terjadi efisiensi dalam proses pelaporan SPT. Maksud dari sistem ini ialah untuk 
mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam persiapan, pengolahan, dan 
pelaporan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai pada aturan yang benar serta tepat 
waktu. (Syafira & Nasution, 2021) 

Kepatuhan Wajib Pajak juga disebabkan karena kurangnya tingkat pemahaman 
perpajakan merupakan tingkat pengetahuan dan pemikiran wajib pajak atas 
kewajibannya dalam memberikan kontribusi kepada negara untuk memenuhi 

https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka
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keperluan pembangunan negara agar tercapai nya suatu kemakmuran. Dalam 
kepatuhan wajib pajak ini tingkat pemahaman perpajakan menjadi salah satu penentu 
nya. Hal ini dikarenakan pemahaman tersebut berada dibawah kendali wajib pajak itu 
sendiri. Dan pemahaman wajib pajak yang berbeda beda ini akan mempengaruhi 
penilaian masing masing wajib pajak dalam berperilaku untuk menjalani kewajiban 
perpajakannya. (Danan Nugroho, 2022) 

Selain pemahaman, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak yaitu sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya 
Direktur Jendral Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan 
pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu 
yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. 
(Scientifict & Volume, 2024) 

Jika wajib pajak tidak patuh akan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan 
maka akan adanya sanksi perpajakan. Sanksi pajak diberikan agar wajib pajak 
meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Karena sifat pemungutan 
pajak yang memaksa, negara menetapkan sanksi pajak kepada wajib pajak. Sanksi pajak 
diterapkan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai 
dengan Undang-Undang yang berlaku. Sanksi pajak dapat menyebabkan wajib pajak 
memenuhi kewajiban pajak mereka, sehingga wajib pajak akan patuh karena anggapan 
bahwa sanksi pajak lebih merugikan. Semakin banyak tunggakan yang harus dibayar, 
semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. (Susanto et al., 2023) 

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh .Penelitian (Pokhrel, 2024)  
menunjukkan bahwa variabel E-Filling menyatakan bahwa e-filling berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. E-Filling  diterapakan  agar Masyarakat 
dapat dengan mudah melaporkan SPT nya, hal ini dimaksud untuk lebih meningkatkan 
kepatuhan dari Wajib Pajak. Penelitian  (Sidauruk et al., 2024) menunjukkan bahwa 
variabel Pemahaman Perpajakan menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman  
perpajakan  diterapakan  agar menciptakan masyarakat yang patuh hukum, terdidik, 
dan berkontribusi positif terhadap pembangunan negara, hal ini dimaksud untuk lebih 
meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak. Penelitian (Setioawan, 2022) menunjukkan 
bahwa variabel Sanksi Pajak menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi  pajak  menunjukkan bahwa 
diterapkannya sanksi perpajakan guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak agar 
mentaati norma atau peraturan perpajakan yang ada membuat wajib pajak tidak berani 
untuk menundanunda pembayaran pajaknya karena takut dikenakannya sanksi dari 
keterlambatan pembayaran pajak. Dan hasil penelitian (Atito & Masripah, 2024) 
menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan menyatakan bahwa Sosialisasi 
Perpajakan tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan 
kepatuhan WP tidak serta merta karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh 
pemerintah, namun karena faktor internal dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi 
kepatuhan WP. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis 
seberapa berpengaruhnya Penerapan E-Filling, Pemahaman Perpajakan, dan Sosialisasi 
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Bekasi yang 
dilakukan pada periode 2024.  
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LITERATURE REVIEW 
Theory of Planned Behavior  

Menurut (Zulhazmi & Febrian, 2019) Theory of Planned Behavior (TPB) adalah 
teori yang dikembangkan oleh Ajzen di tahun 1991 dan merupakan sebuah teori 
perilaku. Theory of Planned Behavior menjabarkan bahwa perilaku seorang individu 
dapat dipengaruhi dari beberapa variabel, diantaranya: Motivasi / niat diri, norma 
subjektif, maupun kemampuan / kontrol perilaku yang dapat dipersepsikan sehingga 
perilaku yang dikeluarkan oleh seorang individu muncul dikarenakan adanya niat untuk 
berperilaku. Semua variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain, dikarenakan 
seseorang cenderung melakukan sesuatu karena ia memiliki keyakinan mengenai hasil 
yang akan dihasilkan dari perilakunya tersebut. Sehingga, hal ini mampu dikaitkan 
dengan motivasi yang dimiliki oleh setiap individu yang mempunyai kewajiban pajak 
untuk memenuhi kewajibannya membayar dan melaporkan pajaknya, yang disebut 
dengan wajib pajak. Wajib pajak yang berfikir rasional akan sadar serta memiliki 
motivasi untuk patuh membayar pajaknya. Teori ini tentu relevan dengan penelitian 
yang akan diteliti yaitu motivasi wajib pajak dalam kepatuhan membayar dan 
melaporkan pajaknya terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak 
dapat patuh akan kewajiban perpajakannya.  

Menurut Ajzen (2002) dalam teori The Planned of Behaviour bahwa manusia 
berperilaku didasari oleh tiga elemen yaitu behavioural belief, normative belief dan 
control belief. Keyakinan tentang adanya kemungkinan respon lain dari perilaku 
disebut behavioural belief, keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain disebut 
normative belief, dan keyakinan tentang adanya kontrol atau kendali yang dapat 
menghambat atau memicu perilaku disebut control belief. Kombinasi ketiga perilaku ini 
membentuk niat berperilaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Han & Kim 
(2010) bahwa behavioural belief memiliki pengaruh yang signifikan pada sikap atau 
attitude dalam memilih produk yang ramah lingkungan, control belief berpengaruh 
secara signifikan pada perceived behavioral control, dan normative belief juga 
berpengaruh secara signifikan pada subjective norm. Penelitian yang dilakukan oleh 
Booi Chen & Teck Chai (2010) juga menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh dan 
hubungan yang signifikan serta positif antara sikap konsumen, norma subjektif, dan 
kontrol perilaku dengan niat beli untuk produk ramah lingkungan, (Maulina et al., 2023) 

 
Teori Atribusi 

Peneliti menggunakan teori ini karena, teori atribusi adalah teori psikologi yang 
membantu memahami bagaimana individu memberikan makna atau penjelasan 
terhadap perilaku mereka sendiri atau perilaku orang lain tentang kewajiban 
perpajakan. Teori ini mengkaji bagaimana individu mencari penyebab atau alasan di 
balik peristiwa atau hasil yang terkait dengan aspek perpajakan, seperti pembayaran 
atau pelanggaran pajak. Teori atribusi memperhatikan bagaimana individu menafsirkan 
dan memberikan atribusi terhadap tiga faktor utama yang disebutkan dalam judul riset, 
yaitu kualitas pelayanan pajak, pemahaman perpajakan, dan penerapan sanksi 
perpajakan. Kualitas pajak dapat dikaitkan dengan pengalaman individu dalam 
berinteraksi dengan lembaga pajak, seperti kecepatan, kejelasan, atau layanan irit yang 
diberikan oleh petugas pelayanan pajak. pemahaman perpajakan dapat mempengaruhi 
tingkat kepatuhan pajak individu, misalnya individu yang memiliki pemahaman yang 
baik tentang kewajiban mereka mungkin cenderung lebih patuh dalam membayar pajak 
secara tepat waktu. Penerapan sanksi perpajakan, seperti denda atau hukuman, dapat 
mempengaruhi kepatuhan perilaku individu, misalnya, individu mungkin memiliki 
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kepatuhan mereka dengan tingkat ketaatan atau konsistensi penerapan sanksi 
perpajakan oleh otoritas pajak. Teori atribusi dalam konteks penelitian ini, dapat 
dijadikan dasar analisis bagaimana persepsi individu terhadap faktor-faktor tersebut 
mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak mereka. Hal ini dapat membantu dalam 
merancang strategi atau intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan 
pajak di masyarakat. (Wardani et al., 2024) 

Sedangkan menurut (Hukum et al., 2024) teori atribusi merupakan dari 
penjelasan cara – cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung terhadap 
makna yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Teori atribusi menggambarkan 
mengenai tingkah atau reaksi perilaku manusia atas peristiwa yang terjadi di sekitar 
mereka, dengan memahami sebab- sebab terhadap suatu kejadian. 

 
Kepatuhan Wajib Pajak 

Penerimaan pajak masih sangat tergantung pada pembangunan ekonomi. Dalam 
mengendalikan pembayaran wajib pajak secara efektif, pemerintah otoritas 
membutuhkan kepercayaan wajib pajak di setiap lapisan sosial agar tingkat kepatuhan 
wajib pajak dapat meningkat. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana 
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan 
pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancapan dan penerapan sanksi 
hukum atau administrasi. Kepatuhan pajak terutama dipengaruhi oleh ancaman, atau 
pelaksanaan dari sanksi, pemeriksaan pajak, dan pelaporan pelanggaran. Indikator yang 
digunakan untuk mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah Memenuhi 
kewajiban membayar pajak, ketepatan waktu membayar pajak, melengkapi data 
persyaratan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan, membayar pajak atas 
kemauan dan keinginan sendiri. (Kukuh Bhagaskara et al., 2023) 

Kepatuhan pajak adalah ketundukan Wajib Pajak terhadap ketetapan perpajakan 
yang berlaku. Wajib Pajak yang taat adalah Wajib Pajak yang patuh dalam memenuhi 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 
Kepatuhan pajak terbagi dalam: Penghormatan terhadap Peraturan Pajak yang Resmi. 
Ketaatan pajak formal adalah ketaatan Wajib Pajak dalam mematuhi ketentuan formal 
perpajakan. This formal provision consists of:  

1) Pentingnya melakukan registrasi tepat waktu untuk mendapatkan NPWP atau 
NPPKP. 

2) Memastikan bahwa pajak yang harus dibayarkan diserahkan tepat pada 
waktunya. Penting untuk melapor pajak tepat waktu setelah membayar dan 
menghitung perpajakan dengan benar.  

Ketaatan dalam Pajak yang Bersifat Material Kepatuhan Perpajakan Material adalah 
ketaatan Wajib Pajak terhadap aturan materiil perpajakan. Ketentuan substansial 
terdiri dari: 

1) Cermat dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perpajakan. 

2) Sangat penting untuk menghitung perpajakan dengan akurat sesuai dengan 
regulasi perpajakan. 

3) Sangat penting untuk membuat potongan dan pengumpulan pajak (pihak ketiga 
harus membayar). (Tipa et al., 2024) 

Penerapan E-Filling 
E-Filing adalah cara penyampaian SPT Tahunan dan penyampaian 

pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik untuk Wajib Pajak Orang 
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Pribadi dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online dan real time. ‘E-
Filing bertujuan untuk mencapai transparansi dan bias menghilangkan praktek-praktek 
korupsi, kolusi dan nepotisme,”. Penetapan sistem E-Filing ini diharapkan dapat 
membantu mempermudah dan member kenyamanan bagi wajib pajak dalam 
menyampaikan perpajakannya. (Kurniawan, 2021) 

E-filling diartikan dengan sebuah proses atau cara Penyajian SPT elektronik pada 
Application Service Provider (Penyedia Jasa Aplikasi) atau situs DJP dengan alamat 
website www.pajak.go.id baik itu secara real time ataupun online melalui koneksi 
jaringan internet. Kemunculan e-filling sendiri dimaksudkan agar mempermudah Wajib 
Pajak Pribadi dalam menyelesaikan keharusan pemberitahuan pajak mereka. (Lubis et 
al., 2023) 
Pemahaman Perpajakan 

Pemahaman perpajakan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh wajib 
pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan undang-undang perpajakan, tata 
cara perpajakan serta mengimplementasikan pada kegiatan perpajakan seperti 
pembayaran pajak, pelaporan SPT dan lain sebagainya nantinya akan meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat diduga jika semakin tinggi pemahaman 
perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam 
melaksanakan kegiatan perpajakannya semakin meningkat. Sebaliknya, jika semakin 
rendah pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib 
pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya akan menurun. (HS et al., 2023) 

Pemahaman perpajakan merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh wajib 
pajak mengenai sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia, termasuk semua 
peraturan perpajakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dengan 
pengetahuan yang cukup yang diperoleh oleh wajib pajak tentunya akan dapat 
memahami bahwa pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Perlunya 
pemahaman mengenai perpajakan berperan penting dalam mengubah persepsi 
masyarakat, sehingga stigmatisme negatif terhadap pajak dapat diminimalkan. Hal ini 
diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar 
pajak, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.  
Sebagaimana indikator pemahaman perpajakan sebagai berikut :  

1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 
2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan Pengetahuan 

mengenai fungsi perpajakan. (Sarmauli Silalahi & Vinola Herawati, 2024) 
Sosialisasi Perpajakan 

Sosialisasi perpajakan merupakan alat penting dalam mengedukasi wajib pajak 
tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab perpajakan mereka, yang dapat 
memengaruhi perilaku kepatuhan mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa upaya 
dalam sosialisasi perpajakan, seperti memberikan pengetahuan perpajakan kepada 
masyarakat dan menyebarluaskan informasi tentang peraturan dan prosedur 
perpajakan, dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan. 
(Dwi et al., 2024) 

Sosialisasi perpajakan adalah penyuluhan yang memberikan informasi tentang 
perpajakan guna menambah pengetahuan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang 
bertujuan agar masyarakat lebih faham lagi tentang perpajakan dan tata caranya 
dengan begitu akan memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.  

Sosialisasi merupakan usaha pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk 
memberikan pemahaman, pengetahuan dan pembinaan kepada masyarakat. Berkaitan 
dengan perpajakan, sosialisasi merupakan upaya pemerintah untuk memberikan 
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pemahaman dan pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam segala hal yang 
berkaitan dengan perpajakan. (Fitriyanti & Sibarani, 2023) 
 
Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah hasil penelitian terdahulu sebagai bahan refrensi dan pembanding dalam 
penelitian yang akan dilakukan dengan variabel Minat Mahasiswa (X1), Motivasi Karir (X2), 
Pengetahuan Perpajakan (X3), Self Efficacy (X4), Pilihan Berkarir di bidang Perpajakan (Y), 
sebagai berikut : 
1. Penelitian yang dilakukan oleh (Caroline et al., 2023) mengenai “Sanksi Perpajakan, Tarif 

Pajak, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.”. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa Sanksi Perpajakan, Tarif Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh 
positif pada Kepatuhan Wajib Pajak. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Pajak et al., 2024) mengenai “Pengaruh sosialisasi pajak, 
sistem e-filing, sistem e-billing, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi.”. Hasil penelitian ini Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi dan Sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni & Lenggono, 2021) mengenai “Pengaruh 
Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem 
Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.” Hasil penelitian ini 
Secara simultan variabel Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan 
dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak UMKM. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Hanum & Mulyawan, 2024) mengenai “Pengaruh 
Penerapan E-Billing dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman 
Perpajakan Sebagai Variabel Moderating”. Hasil penelitian ini Sistem E – Filing 
berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama 
Medan Polonia. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Utami & Loupatty, 2024)  mengenai “Pengaruh Penerapan 
E-Filling, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Dengan Tingkat Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi.”. Hasil Penelitian ini 
penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh (Atito & Masripah, 2024)  mengenai “Pengaruh Penerapan 
Sistem E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”. Hasil penelitian ini Penerapan sistem e-
filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak individu di KPP Pratama 
Jakarta Setiabudi Dua, sehingga hipotesis pertama diterima. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh (Berliani et al., 2024)  mengenai “Determinasi Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi.”. Hasil 
penelitian Penerapan sistem E-Filling memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi dan Tingkat pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani et al., 2024) mengenai “Teori Atribusi: 
Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi 
dan Kepatuhan Pajak.”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pemahaman perpajakan, 
dan implementasi sanksi secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak. Tingkat 
kepatuhan pajak dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas layanan, pemahaman 
perpajakan, dan efektivitas implementasi sanksi. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo & Jayusman, 2023) mengenai “Penerapan E-
Filling, Pemahaman Perpajakan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak Orang.”. Hasil penelitian ini Penerapan e-filing berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur 
dan Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. 

10. Penelitian yang dilakukan oleh (Ariesta et al., 2024) mengenai “Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan 
sebagai Pemoderasi.”. Hasil penelitian ini Temuan dari studi ini menyatakan jika 
kepahaman tentang perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sistem administrasi perpajakan 
modern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain 
itu, sosialisasi perpajakan diketahui dapat meningkatkan pengaruh sanksi perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak memoderasi pengaruh pemahaman 
perpajakan dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 
Kerangka Konseptual Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel independen yang diasumsikan 
memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi antara lain adalah 
Penerapan E-Filling, Pemahaman Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan. Sehingga kerangka 
pemikiran teoritis yang terbentuk pada penelitian adalah :  

 
Gambar 1 Kerangka Konseptual Penelitian  

 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (literature review) yang bertujuan untuk 
mengulas secara mendalam berbagai teori, temuan, dan penelitian sebelumnya yang 
relevan dengan topik yang diteliti. Dengan menganalisis secara kritis berbagai sumber, 
seperti 30 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional yang diterbitkan dalam 5 tahun 
terakhir, penelitian ini berusaha membangun kerangka berpikir yang kuat untuk 
mengidentifikasi masalah penelitian yang akan diteliti lebih lanjut.  

Fokus analisis dalam penelitian ini mencakup beberapa variabel, seperti 
Penerapan E-Filling, Pemahaman Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan. Variabel-
variabel ini dianalisis berdasarkan karakteristik masing-masing jurnal yang digunakan. 
Karena penelitian ini bersifat kajian pustaka (literature review), maka tidak melibatkan 
pengumpulan data primer melalui populasi dan sampel tertentu. Semua data diperoleh 
dari sumber-sumber sekunder, yaitu berbagai publikasi ilmiah yang telah ada. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka 
pembahasan dalam literatur review adalah sebagai berikut : 
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Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Penerapan e-Filing adalah proses penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

secara elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui internet. Sistem 
ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan mereka tanpa harus 
datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Layanan e-Filing dapat diakses melalui situs 
web Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan 
(PJAP) yang telah ditunjuk. Dengan e-Filing, proses pelaporan pajak menjadi lebih 
mudah, cepat, dan aman. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Utami & Loupatty, 2024) 
Penerapan E-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Hal ini dikarekan 
E-Filing diyakini akan mempermudah Wajib Pajak untuk melaporkan SPT tepat waktu, 
kapan pun, dan dari mana pun. 
Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi 

Pemahaman perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui dan 
memahami berbagai aspek perpajakan, termasuk jenis pajak, cara penghitungan, tata 
cara pembayaran, dan pelaporan pajak. Pengetahuan ini sangat penting karena 
membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan 
tepat waktu. Pemahaman perpajakan juga mencakup kesadaran akan pentingnya pajak 
bagi negara, seperti untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, 
kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak 
dapat lebih patuh dan mendukung sistem perpajakan yang adil dan transparan. 

Dalam hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ariesta et al., 2024) 
menunjukkan bahwa kepahaman akan WP mengenai ketentuan perpajakan mengurangi 
kemungkinan mereka melanggarnya, hingga kenaikan akan ketaatan pajak pun 
perlahan bertambah. Dengan demikian maka, tingkat wawasan yang bagus tentang 
perpajakan bisa menaikkan ketaatan pembayaran pajak. 
 
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Sosialisasi perpajakan sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan 
adanya sosialisasi perpajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib pajak akan 
memperoleh pengetahuan dan informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat 
wajib pajak sadar dan patuh untuk membayarkan pajaknya secara rutin. Jika sosialisasi 
perpajakan yang tinggi sudah dilakukan oleh petugas pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi pun akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya semakin rendah sosialisasi perpajakan 
yang dilakukan oleh petugas pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun akan 
semakin rendah berlaku.  

Menurut penelitian sebelumnya oleh (Ainul & Susanti, 2021) Sosialisasi 
Perpajakan  tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Yang artinya tinggi 
atau rendahnya sosialisasi yang dilaksanakan tidak memberikan pengaruh tingkat 
kepatuhan seseorang untuk membayarkan pajaknya. Sebab tingkat kepatuhan 
seseorang bukan karena sering diadakannya sosialisasi namun bisa dikarenakan 
kesadaran ataupun faktor lainnya. 
KESIMPULAN  

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan 
hipotesis untuk riset selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Penerapan E-Filling berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi. 
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3. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi. 
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